
BUPATI TAPIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TAPIN  

NOMOR 14 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang   :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan 

Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum 

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul 

Rantau; 

Mengingat     :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5038); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5072); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah  diubah  

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara   Republik    Indonesia    Nomor    4502), 

sebagaimana    telah    diubah   dengan  

Peraturan   Pemerintah   Nomor   74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6659); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1213); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2022 Nomor 05); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN 

INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL 

RANTAU. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 

Tapin. 

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis 

Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 

Daerah pada umumnya. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, yang 

selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum 

Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Tapin. 

6. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit. 

7. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan 

pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit Umum 

Daerah Datu Sanggul Rantau. 

8. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 

ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat. 

9. Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset dalam bentuk 

keuangan atau barang, dapat berupa penjualan aset tetap atau 

penghapusan aset tetap. 

 



- 6 - 
 

10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA 

adalah Dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang 

disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja 

dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

11. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin yang 

selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Tapin. 

 

 Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini guna memberikan 

pedoman bagi BLUD Rumah Sakit dalam melaksanakan Investasi 

kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini guna mengatur 

pelaksanaan Investasi BLUD Rumah Sakit kepada pihak lain 

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

BAB II 

INVESTASI DAN DIVESTASI 

Bagian Kesatu 

Investasi 

Pasal 3 

(1) BLUD Rumah Sakit dapat melakukan Investasi sepanjang 

memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak 

mengganggu likuiditas keuangan BLUD Rumah Sakit dengan 

tetap memperhatikan rencana pengeluaran. 

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi 

jangka pendek. 

(3) Rencana Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan persetujuan Bupati. 

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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Pasal 4 

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan 

dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau 

kurang.  

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka 

pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.  

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi:  

a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) 

sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat 

diperpanjang secara otomatis; dan  

b. surat berharga negara jangka pendek. 

(4) Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), meliputi:  

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; 

b. ditujukan untuk manajemen kas; dan 

c. instrumen keuangan dengan risiko rendah. 

 

Pasal 5 

(1) Pejabat keuangan BLUD Rumah Sakit melakukan Analisa untuk 

melaksanakan Investasi. 

(2) Hasil analisa Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa rekomendasi kepada Pemimpin BLUD. 

(3) Pejabat keuangan BLUD Rumah Sakit dapat menunjuk atau 

meminta bantuan dalam melakukan analisa Investasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Pemimpin BLUD dapat menyetujui atau menolak Investasi 

berdasarkan hasil analisa Investasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 
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(5) Hasil Investasi merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit dan 

dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai 

pengeluaran sesuai RBA. 

(6) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Kedua 

Divestasi 

Pasal 6 

(1) BLUD Rumah Sakit dapat melakukan Divestasi setelah masa 

jatuh tempo yang telah ditentukan. 

(2) Dalam keadaan tertentu, Divestasi dapat dilakukan sebelum 

masa waktu yang telah ditentukan sesuai dengan pertimbangan 

Pemimpin BLUD. 

 

BAB III 

PELAPORAN 

Pasal 7 

(1) Pejabat keuangan BLUD Rumah Sakit menyampaikan laporan 

pengelolaan Investasi kepada Pemimpin BLUD secara triwulanan. 

(2) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan hasil pengelolaan 

Investasi kepada Bupati melalui Kepala BKAD dengan tembusan 

Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit. 

 

BAB IV 

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN 

Pasal 8 

Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

atas pengelolaan Investasi. 
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Pasal 9 

Dalam hal terdapat permasalahan atas laporan triwulanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemimpin BLUD 

mengambil langka penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Pasal 10 

(1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap laporan 

triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). 

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka memberikan 

penilaian terhadap kinerja pengelolaan Investasi. 

 

BAB V  

SUPERVISI 

Pasal 11 

(1) Pemimpin BLUD melakukan supervisi terhadap pengelolaan 

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). 

(2) Dalam hal terdapat permasalahan atas pengelolaan Investasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD 

mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 12 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pengelolaan Investasi 

BLUD Rumah Sakit yang telah dilaksanakan tetap berlaku, sepanjang 

tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tapin. 

 
 

Ditetapkan di Rantau 

 pada tanggal 17 Juni 20225 Mei 

201 

 BUPATI TAPIN, 

 
                                                 

              ttdttd 
                   

 M. ARIFIN ARPAN 

Diundangkan di Rantau 

pada tanggal 17 Juni 202225 Mei 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 

 
     
     Ttd                   ttd 

 
                MASYRANIANSYAH 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR  14 


